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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masyarakat dalam menjalani kehidupan tidak dapat lepas dihadapkan 

dengan masalah, pertentangan dan konflikkepentingan antar sesamanya.Dalam 

hal ini hukum bekerja dan diperlukan, adanya hukum berfungsi agar terjaga 

keseimbangan, ketertiban serja kesejahteraan dalammasyarakat.Pada dasarnya 

manusia sebagai pribadi dapat berbuat apa saja secara bebas dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun kebutuhan melanjutkan 

keturunan.1 Namun setiap tindakan yang dilarang dapatdikategorikan sebagai 

tindakpidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman.Kejahatan yang terjadi 

dimasyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu 

hukumpidana. 

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan untuk 

warganya. Di antara kepentingan tersebut, ada yang bisa sejalan dengan 

kepentingan yang lain, tetapi ada pula kepentingan yang dapat menyulut 

konflik dengan kepentingan yang lain. Hukum sering disalahartikan, hanya 

berfungsi jika terjadi konflik.Padahal, pada hakikatnya hukum sudah berfungsi 

sebelum konflik terjadi,dengan kata lain hukum berfungsi sebelum terjadi 

konflik dan setelah terjadi konflik.2 

Hukum pidana sebagai sarana atau alat bagi penyelesaian 

terhadapproblematika dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu 
                                                 

1 Suharto,Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Jakarta: Prenamedia, 2013, hlm. 3. 
2 Ali, Achmad,Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 80. 
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memberikan solusi yang tepat. Maka, pembangunan hukum dan hukum pidana 

pada khususnya, perlu lebihditingkatkandan diupayakan dengan terarah dan 

terpadu.Kodifikasidan unifikasibidang-bidang hukum tertentu serta 

penyusunan perundang-undangan baru yangdibutuhkan guna menjawab semua 

tantangan darisemakin meningkatnyakejahatan dan perkembangan tindak 

pidana. 

Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) bisa dilihat sebagai hukum 

pidana objektifyaitu suatu tindak pidana yangdigolongkan menurut ketentuan-

ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidanasubjektif yaitu ketentuan-

ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasamenerapkan 

hukum.Kehidupan bermasyarakat sehari-hari bila dicermati semakinmudah 

ditermukan. Maraknya tindakpidana terutama disebabkankeinginan-keinginan 

manusia yang tidak terbatas dantidak dapat mengendalikan diri untuk 

menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga 

terdapat dorongan yang kuat untukmemenuhi keinginandengan menghalalkan 

berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana.3 

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyrakat, 

khususnya pergaulan anak muda adalahmembawa senjata tajam tanpa ijin. 

Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diaturUndang-Undang Drt No. 12 Tahun 

1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” 

(Stbl. 1948No.17) dan Undang-Undang Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang 

                                                 
3 Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2011, hlm. 69. 
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spesifiknya lebih jelas tentang bahan peledak dan senjata api, tetapi Pasal 2 

berkaitan dengan senjata penikam, penusuk dan pemukul, dimana sebagai 

pengecualiannya ruang lingkup senjata yang digunakan lebih umum, segala 

sesuatu yang bisa digunakan untuk memukul, menikam atau menusuk sudah 

bisa masuk ke dalam pasal tersebut.  

Pengaturan tersebut di atas dilakukan sebagai upaya preventif 

untukmencegah ataumengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu 

kejahatan.Undang-undang tersebut selain mengatur senjata api dan bahan 

peledak jugadidalamnya mengatur tentang senjata tajam.Undang-Undang Drt 

No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yangdipergunakan untuk pertanian, atau 

untuk pekerjaan rumah tangga atau matapencaharian yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang yang boleh digunakandi kepentingan sehari-

hari.Contoh petani yang membahwa cangkul, golok atau sabit 

untukmencangkul sawah, seorangibu rumah tangga menggunakan pisau untuk 

berjualan mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjatatersebut 

dipergunakanuntuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, iburumah 

tangga atau pengarajin pisau tersebut. 

Begitupun untuk barang pusaka kunomerupakan suatu pengecualian 

dalam undang-undang inidiharuskanl dalam mempergunakannyal alat untukl 

membawanya telahl mendapatizinl dari kepolisianl atau barangl pusaka yangl 

dibawa telahl terdaftar kel kemendikbudsebagail barang pusakal yang sudahl 

bersertifikat, danl digunakan untuk kepentinganladat ataul upacara ladat.Senjata 

tajaml di Indonesial merupakan suatul hal yangldipandang umuml oleh 
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lmasyarakat, namun membawal senjata tajaml tidaklah selalulmerupakan 

tindakanl yang dibenarkanl oleh lhukum.Dalam lUndang-Undang lDrt.Nomor 12l 

Tahun l1951, seseorang membawal senjata tajamldapat dikategorikanl sebagai 

salahl satu bentukl tindak pidanal apabila tidakldigunakan sesuail dengan 

lperuntukkannya. 

Pada prakteknyal tidak jaranglseseorang yangl membawa senjatal 

tajamtersebutl yang memangl digunakan untuklmenunjang pekerjaanl dianggap 

olehl kepolisian merupakanl tindaklpidana.Banyaknya masyarakatl yang 

belumlmengerti tentangl hukum, khususnyalpenggunaan lsenjata 

tajam,mengakibatkanl banyak pulal masyarakat yangl tertangkaptanganl 

membawasenjatal tajam tanpal ijin.Hall ini tentunyal sangat 

lmengkawatirkan,dimana darilsebagaian masyarakatl yang tertangkapl 

membawa senjatal tajam tanpalijin, lrata-rata daril mereka tidakl mengetahui 

tentangl aturan ltersebut. 

Tingkatl kejahatan yangl terjadi dilIndonesia lakhir-akhir inil sangat 

lmeningkat.Penigkatan inil terjadi baikl dari segiljumlah maupunl 

macamkejahatanl yang lterjadi.Kejahatan yangl terjadi inil 

sangatmerugikanlmasyarakat yangl berupa kerugianl ekonomis danl atau 

kerugianlpsikologis.Manusial selalu dihadapkanl pada lmasalah-masalah 

ataulpertentangan danlkonflik kepentinganl antar lsesamanya, dalam keadaanl 

demikianhukuml diperlukan untukl menjaga keseimbanganl dan ketertibanl 

dalamlmasyarakat.4 

                                                 
4 lSaherodji, H. lHari, Pokok-Pokokl Kriminologi, lJakarta: Aksara lBaru, 2008, lhlm. 11. 
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Bagil sebagaianmasyarakatl awam, merekal membawa senjatal tajam jikal 

bepergian ataul keluar darilrumah hanyal untuk lberjaga-jaga danl untuk 

keselamatan diri sendiri bahkansebagian dari mereka membawa senjata tajam 

untuk keperluanpekerjaan. Sehingga mereka akan terkejut jika secara tiba-tiba 

menjadi terpidanakarena kasus membawa senjata tajam ijin, apalagi jika 

senjata tajam tersebut digunakan untuk menakut-nakuti seperti pada padal 

kasus perkara nomorl 39/Pid.Sus/2020/PNl bbs.  

Padal kasus ini Terdakwal dan Saksi Rofi Iman Daronadoh sekira 

pukul20.30 Wib di pinggir jalan Dukuh Klapasawit Desa 

PadasugihKecamatan Brebes Kabupaten Brebes mencari Saksi Rikho Widodo 

Bin Walid sambilmemegang dengan menggunakan tangan kanannya dan 

mengacun-gacungkan senjata tajam jenis celurit mendekati Saksi 

RikhoWidodo BinWalid, melihat kejadian tersebut warga masyarakat 

meneriaki Terdakwadengan teriakan “Maling-Maling” pada saat 

diteriakintersebut laluTerdakwa berlari kearah utara dan warga mengejarnya 

hingga akhirnyaberhasil menangkap Saksi Rofi Iman Daronadoh, mengetahui 

SaksiRofi Iman Daronadoh tertangkap oleh warga selanjutnya 

Terdakwakembali untuk membantu Saksi Rofi Iman Daronadoh 

denganmengacungkan-acungkan senjata celurit yang di bawanya agar warga 

takut,namun warga semakin banyak yang datang dan menyuruh 

Terdakwamembuang celurtinya, kemudian Terdakwa menjatuhkan ke bawah 

senjatatajam jenis celurit yang di bawanya lalu oleh Saksi Wasro BinWastap 



 

 

6

senjata celurit tersebut diamankan lalu diserahkan kepada SaksiKhaerudin 

selaku Ketua RT.5 

Terdakwa pada kasus tersebut membawal 1 (satu) bilahl senjata 

tajamljenis celuritlterbuat daril besi bergagang kayu panjang ±40 cm 

tidakdigunakan untuklpertanian, atau untukl pekerjaan-pekerjaanl rumah tanggal 

atau untuklkepentingan melakukanl dengan syahl pekerjaan ataul yang lnyata-

nyatamempunyail tujuan sebagail barang pusakal atau barangl kuno ataul 

baranglajaib.Potensi kejahatan yang bisaditimbulkan dari penguasaan atau 

membawasenjatatajam yang bertujuan bukan untuk pekerjaan sangatlahl besar 

sehinggal keberadaan lundang-undang tersebutltetap dipertahankanl dengan 

ancamanl pidana yangl tergolong lberat. Walaupun senjatalpenikam tersebutl 

dibawa hanyal sebagai tindakanl berjaga-jagal atau disembunyikanlatau tidakl 

dinampakkan, tetapil tindakan tersebutl tetaplah menimbulkanl ancamantindakl 

kriminal terhadapl orang lainl sehingga dimasukkanl sebagai tindakl pidana 

Berdasarkanl uraian latar belakang dil atas, penyalahgunaanlmembawa 

senjata tajammerupakanl kasus yangl paling seringl terjadi saatl ini. Walaupun 

senjatal tajam bagimasyarakatl awam merupakanl sebuah lbenda/alat yangl 

digunakan untuklpertanian, namun jika disalahgunakan untuk menyerang 

akibatnya dapatmenyebabkan lukal berat ataupunl kematian. Mencermatil hal 

tersebutlpenulis tertarikl melakukan penelitianl dengan ljudul “Tinjauan Yuridis 

Hukum Pidana Menakuti Orang dengan Senjata Tajam”. 

                                                 
5 Pengadilanl Negeri lBrebes, Putusan Nomorl39/Pid.Sus/2020/PN lbbs, Brebes: 

Pengadilan Negeri Brebes,2020, hlm. 3-4. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanluraian latarl belakang dil atas, makalrumusan masalahl 

dalam penelitianl ini adalahl sebagai lberikut: 

1. Bagaimanalpengaturan hukumlpidana berkenaan dengan manakuti orang 

dengan senjata tajam? 

2. Bagaimanalpertimbangan hakiml dalam memutuskanl tindak pidanal tanpa 

hakl membawa senjatal tajamjenis clurit pada putusan nomorl39/Pid.Sus/ 

l2020/PN Bbs? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuail dengan rumusanl masalah yangl telah dikemukakanl dilatas, maka 

tujuanl yang hendakldicapai dalaml penelitian inil adalah: 

1. Untuklmendeskripsikan pengaturanl hukum pidanal manakuti orang dengan 

senjata tajam. 

2. Untuklmengkaji pertimbanganl hakim dalaml memutuskan tindakl pidana 

tanpal hak membawal senjata tajam jenis clurit pada putusanl nomor 

39/Pid.Sus/2020/PNlBbs. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasill penelitian inil diharapkan dapatlmemberikan manfaatldi bidangl 

ilmu hukuml baik secaral teoritis maupunl praktis, sebagail berikut: 

1. Secaral teoritis,pengembanganlwawasan danlilmu pengetahuanlhukum 

pidanalkhususnya terkaitl dengan membawa senjatal tajam.Hasil penelitianl 

ini diharapkanl dapat menjadil sumberreferensil baru dalaml bidang 
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keilmuanl hukum pidanaldalam kajianlterkait dengan membawa senjata 

tajamyang tidak digunakan sebagaimana mestinya sertal dapat dijadikanl 

rujukan ataul perbandingan bagil penelitian sejenisl selanjutnya.  

2. Secaral praktis, memberilwawasam danl pengetahuan sertalpemahaman 

kepadal masyarakat tentangl hukum membawalsenjata tajam di luar 

fungsinya sertal sanksi hukumnyalsehingga dapatlmencegah 

masyarakatlawam agar tidak terjerat dalam tindak pidanaltersebut danl 

mematuhi aturanl terkait senjatal tajam atau senjata penusuk lainnya. 

E. Tinjauan Pustaka  

Hasill penelusuran penelitilterhadaplpenelitian-penelitian ilmiahl 

sebelumnyatentangl tindak pidanal kepemilikan senjatal api yangldapat 

dijadikanl peneliti sebagail bahan lrujukan. Syahputra,6“Pertanggungjawaban 

Pidanal Atas Kepemilikanl Senjata Apil Tanpa Izinl Berdasarkan Peraturanl 

Perundang-Undanganl di lIndonesia”. Penelitian inil bertujuan untukl 

mengetahui pertanggungjawabanl bagi pelakul kepemilikan senjatal api tanpal 

izin menurutl berdasarkan peraturanl perundang-undanganl di lIndonesia. 

Penelitian inil merupakan penelitianl hukum normatifl dengan datal sekunder, 

yangl terdiri daril bahan hukuml primer, bahanl hukum sekunderl dan bahanl 

hukum ltertier. Analisis datal menggunakan analisisl deskriptif lkualitatif.  

Hasill penelitian disimpulkanl bahwa kualifikasil tindak pidanal 

yangterkaitl kepemilikan senjatal api tanpal izin sebagaimanal diatur 

                                                 
6 lSyahputra,Bagoes lRendy, “Pertanggungjawaban Pidanal Atas Kepemilikanl Senjata 

Apil Tanpa Ijinl Berdasarkan Peraturanl Perundang-Undanganl di lIndonesia”, Jurist-lDiction, Vol. l2, 
No.l 6, November l2019, hlm. l2007-2023. 
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dalamlUndang-Undangl Darurat Republikl Indonesia Nomorl 12 Tahunl 1951 

tentangl Mengubah “Ordonantietijdelijkel Bijzondere lStrafbepalingen” (Stblt. 

1948l Nomor l17) dan lUndang-Undang Republikl Indonesia DahululNomor 8l 

Tahun l1948. Pertanggungjawaban pidanal bagi pelakulkepemilikan senjatal 

apitanpal izin menurutl Undang-Undangl DaruratRepublikl Indonesia Tahunl 

1951tentangl mengubah “ordonanntietdelijkel bijzondere lstrafbepalingen” 

(stblt. 1948l Nomor l17) dan lUndang-UndangRepublikl Indonesia Dahulul 

Nomor 8l Tahun1948l diatur secaral jelas padal Pasal 1 Barangl Siapa, yangl 

tanpa hakl memasukkan kel Indonesia, lmembuat, menerimaa, lmencoba, 

memperoleh, menyerahkanl atau mencobal menyerahkan, lmenguasai, 

membawa, mempunyail dalam lmiliknya,menyimpan, lmengaangkut, 

menyembunyikan, lmempergunakan, ataumengeluarkanl dari Indonesial sesuatu 

senjatal api, amunisil atau sesuatulbahan lpeledak, dihukum denganl hukuman 

matil atau hukumanl penjaraseumurl hidup ataul hukuman penjaral sementara 

lsetinggi-tingginya dual puluh ltahun. 

Vernando O.,7“Proses Penuntutanl Tindak Pidanal Kepemilikan Senjatal 

Api Secaral Ilegal”.Metodel yang digunakanl dalam penulisanl skripsi inil adalah 

menggunakanl penelitian hukuml normatif (yuridisl normatif)yangl dilakukan 

denganl penelitian kepustakaanl(library lresearch).Penelitian inil dilakukan 

denganl menggunakan ldata-data sekunderl yang diperolehl dari bahanl hukum 

primerl seperti menganalisisl peraturan lperundang-undangan yangl berkaitan 

denganl judul skripsil ini.Bahanl hukum sekunderldalam hal ini seperti lbuku-

                                                 
7 Vernando, O., “Pertanggungjawaban Tindakl Pidana Membawal atau Memilikil Senjata 

Penikaml atau Senjatal Penusuk Tanpa Izin”,Respositori Universitasl HKBP 
lNommensen.Http://respository.uhn.ac.id/handle/1233456789/3015, April 2019. 
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buku, lputusan-putusan lpengadilan, serta berbagail majalah, literatur, lartikel, 

dan internetl yang berkaitanl dengan permasalahanl yang diangkatl dalam skripsil 

ini. Hasill dari penelitianl ini menunjukanl bahwa setiaplorang yangl melakukan 

tindakl pidana memilikil atau membawal senjata lpenikam/penusuk harusl 

mempertanggungjawabkan perilakunyal tersebut sesuail dengan lUndang-

undang yangl mengaturnya agarl masyarakat mengetahuil sanksi daril perbuatan 

tersebutl dan keberlangsunganl kehidupan dil dalam masyarakatl lebih ltentram. 

Musonif, Santoso dan Mardani,8 “Tinjauanl Yuridis terhadaplSeseorang 

yangl MembawaSenjatal Tajam kel Muka Umuml Tanpa Hakl(Studi Kasusl 

Putusan Nomorl 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)”.Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui penerapanl hukum pidanal materil terhadapl 

tindakpidanalmembawa senjatal tajam tanpal izin dalaml putusan Pengadilanl 

NegeriNomorl900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Timl dan penerapan daril hukum yangl 

berlaku danlsolusi terhadapl seseorang yangl membawa senjatal tajam kel muka 

umumlagar tidakltermasuk kel dalam suatul tindakan lpidana.Penelitian ini 

menggunakan metodel penulisanyuridisl normatif yaitul dengan caral 

menelaahbahanl pustaka (datal sekunder) yangl ada. Hasil penelitianl ini 

menunjukkanl terdakwa jelasl melakukan kesalahanldalam melakukanl tindakan 

pidanal membawa senjatal tajam kel muka umuml tanpa lizin. Dengan ldemikian, 

perbuatan terdakwal memenuhi unsurl pidana dalaml Pasal 2 ayatl (1) Undang-

Undang Drt lNo.12 Tahunl 1951. 

                                                 
8 Musonif, Muhamad., Santoso, M. Iman., dan Mardani, “Tinjauanl Yuridis Terhadapl 

Seseorang Yangl MembawaSenjatal Tajam Kel Muka Umuml Tanpa Hakl(Studi Kasusl Putusan 
Nomorl 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.lTim)”, Jurnal Krisna l Law, Vol. 2, No. 1, l2020, 147-158. 
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Langi,9“Tindakl Pidana olehAnak Membawa Senjatal 

Tajamsebagaimanal Dimaksud dalaml Undang-Undangl 

No.l12/DRT/1951”.Penelitianl nini dilakukanl dengan tujuanl umtuk mengetahuil 

rumusan tindakl pidana berkenaanl dengan menyimpanl senjata tajaml 

menurutlUndang-Undang Nomorl 12/Drt/1951l dan pertimbanganl hukumdalaml 

putusan hakiml terhadap anakl yang menyimpanl senjata 

ltajam/membawaSenjatal Tajam.Penelitian ini menggunakanl metode penelitianl 

yuridis normatiflmenyimpulkan bahwa perbuatan berkenaanl dengan Senjatal 

Tajam dalaml UU lNo. 12/Drt/1951l bukan hanyal penggunaan senjatal tajam 

yangl secara langsungl merugikan orangl lain. Pengaturanl bersifat 

komprehensifl yang mencakupl baik penanggulanganl maupun pencegahanl 

kejahatan denganl menggunakan senjatal tajam.Pertimbanganl hukum dalaml 

putusan hakiml Pengadilan Tinggil yang menjatuhkanl pidana terhadapl anak 

yangl membawa senjatal tajam sebagaimanal dalam dakwaanl jaksa dil 

Pengadilan Negeril Cibadak sudahl sesuai denganl perasaan keadilanl dimana 

dalaml perkara inil yang menjadil terdakwa adalahl anak yangl masih dil bawah 

lumur, sehingga putusanl tersebut dikuatkanl oleh Pengadilanl Tinggi lBandung. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenisl Penelitian  

Penelitianlini merupakanl penelitian kepusatakaanl (library lresearch), 

yaitujenislpenelitianyangldilakukandenganlmembacalbuku-

                                                 
9 Langi, Jeklin Masya, “Tindak Pidana oleh Anak Membawa Senjata Tajam sebagaimana 

Dimaksud dalam Undang-Undang No. 12/DRT/1951”,Lex Crimen, Vol.5, No. 5, Juli 2016, 127-
133. 
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bukuataulmajalahdanlsumberdatallainnyauntuklmenghimpundataldariberbagaillit

eratur,baiklperpustakaanmaupunldiltempat-tempatllain.10Penelitian inil tidak 

hanyal kegiatan membacal dan mencatatl data yangl telahldikumpulkan. 

Penulismengolahldatayangltelahterkumpulldenganltahap-tahappenelitianl 

kepustakaan danl mengambil datal baik secaral tertulis untukl diuraikan, 

sehinggalmemperoleh gambaranl serta pemahamanlterkait dengan pengaturan 

hukum pidana berkenaan dengan manakuti orang dengan senjata tajam dan 

pengaturan hukum pidana berkenaan dengan manakuti orang dengan senjata 

tajam. 

2. Pendekatanl Penelitian  

Pendekatanl penelitian bersifatl yuridis lnormatif, dimana 

hukumldikonsepkan sebagail apa yangl tertulis dalamlperaturan lperundang-

undangan ataul hukum dikonsepkanlsebagai kaidahl atau normal yang 

merupakanl patokan berperilakul manusia yangldianggap lpantas.11Penelitian 

hukuml normatif meletakkanl hukum sebagail sebuah bangunanl 

sistemnormalyangdibangunlmengenailasas-asas,lnorma,kaidahdaril peraturan-

lperundangan, putusan lpengadilan, peranjian, sertal doktrin.12 

Penelitianl hukum yuridisl normatif merupakanlsebuah penelitianl 

kepustakaan denganl cara menelitil bahan pustakal terkait objekl yang lditeliti. 

Pada penelitianl ini menggunakanlpendekatan lperundang-undangan (statutel 

approach). Pendekatanlperundang-undanganl tersebut digunakanl untuk 

                                                 
10 lMahmud,MetodePenelitianlPendidikan,lBandung: PustakalSetia,2011,lhlm.31. 
11 Amiruddinl dan lAsikin, Zainal., Pengantarl Metode Penelitianl Hukum, lJakarta: Raja 

Grafindol Persada, l2012, hlm. l118. 
12

lFajar, Mukti &lAchmad, Yulianto, Dualismel Penelitian Hukuml Normatif danl Empiris, 
lYogyakarta: Pustaka lPelajar, 2017, lhlm. 33. 
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mengkajil dan menganalisisl semua peraturanl perundang-undanganl yang 

berkaitanl dengan objekl yang ditelitilyaitu tindak pidana berkaitan dengan 

manakuti orang dengan senjata tajam 

3. SumberlData 

Datalpenelitian inil adalahdatal sekunder denganlsumber datalyang 

digunakanldalam penelitianl kepustakaan inilantara lainlbuku-

bukulteks,jurnallilmiah,refrensilstatistik,lhasil-hasillpenelitian,dan linternet, serta 

lsumber-sumber lainnyal yanglrelevan.13Datasekunderl yang dimaksudl antara 

lainl meliputi bahanl hukum lprimer, bahan hukumlsekunder danl bahan hukuml 

tertier. 

a. Bahanl hukum primerl merupakan bahanl hukum yanglisinya mempunyail 

kekuatan mengikatl karena dikeluarkanl pemerintah.14 Sebagail landasan 

utamal yang dipakail dalam penelitianl iniadalahlUndang-Undangl Drt No. 

12 Tahunl 1951 tentang Mengubahl“Ordonnantie Tijdelijkel Bijzondere 

lStrafbepalingen” (Stbl. 1948lNo.17) danl Undang-Undangl Dahulu No. 8l 

Tahun l1948. 

b. Bahanl hukum lsekunder, adalah lbahan-bahan yangl membahas 

bahanlprimer.15Bahanlhukum sekunderldalam penelitianl ini adalahlhasil-

hasill penelitian lhukum, literatur hukuml(buku-bukul ilmiah), jurnall 

penelitian terkaitl dengan tindakl pidana kepemilikanl senjata lapi. 

                                                 
13 lSanusi, Anwar,Metodologil Penelitian lBisnis,Jakarta: Salembal Empat,l2016, hlm.l32. 
14 lAshafa, Burhan, Metodel Penelitian lHukum,Jakarta: Rinekal Cipta, l2013, hlm. l103. 
15 lIbid., hlm. l103. 
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c. Bahanl Hukum lTersier, yaitu bahanl hukum yanglakan melengkapilatau 

menunjanglbahan hukuml primer danl sekunder.16Bahanl tersier padal 

penelitian inil diantaranya yaitul kamus hukuml dan bahanl dari internetl 

yang berkaitanl dengan tindakl pidana kepemilikanl senjata lapi. 

4. Metodel Pengumpulan Datal 

Metodelpengumpulan datalyang digunakanl yaitu studil kepustakaan ataul 

studi ldokumen, yaitu suatul alat pengumpulanl data dilakukanl melalui datal 

tertulis.17Olehl karena sumberl data utamalberupa datal sekunder, yaituldata-

dataltertulis,makalteknikpengumpulanldatadalamlpenelitianinilmenggunakan 

studil kepustakaan danlteknikdokumentasil dengan pengkajianl informasi tertulisl 

mengenai hukuml yang berasall dari berbagail sumber danl dipublikasikan 

secaral luas sertal dibutuhkan dalaml penelitian hukuml normatif. 

5. Metodel Analisis Datal 

lData-data yanglterkumpul dianalisa denganl pendekatan secaral analisis 

kualitatifl yaitu menguraikanl data secaral bermutu dalaml bentuk kalimatl yang 

lteratur, runtun, llogis, tidak tumpangl tindih, danl selektif, sehinggal 

memudahkan interpretasil data danl pemahaman hasill analisis.18Berdasarkanl 

sifat penelitianl yang menggunakanl metodebersifatl deskriptif kualitatif. 

Deskripsil tersebutmeliputil isi danl strukturhukuml positif yaitul suatu 

kegiatanl yangdilakukanl oleh penulisl untuk menentukanl isi ataul makna 

aturanlhukum yangl dijadikan rujukanl dalam menyelesaikanl 

                                                 
16 lIbid., hlm. l104. 
17 lSoekanto, Soerjono, Pengantarl Penelitian lHukum, Jakarta: UIl Press, l2011, hlm. l21. 
18 lMuhammad, Abdukadir, Hukuml dan Penelitianl Hukum, lBandung: Citra Adityal Bakti, 

l2004, hlm. l127. 
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permasalahanhukuml yang menjadil objek lpenelitian.19Analisis dilakukanl 

dengan mengadakanl pengamatan ldata-data yangl diperoleh danl 

menghubungkan ltiap-tiap datal yang diperolehl tersebut denganl ketentuan-

ketentuanl maupun lasas-asas hukuml yang terkaitl dengan permasalahanl yang 

lditeliti. 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematikal penulisan penelitianl ini memberikanl gambaran tentangl isi 

skripsiluntuk lebihl memudahkan pembacal dalam memahamil isi 

lskripsi.Adapun sistematika penulisanlskripsidalamlpenelitian inil sebagai 

berikut. 

Babl I  lPendahuluan.Berisi tentangllatar lbelakang, rumusan lmasalah, tujuan 

lpenelitian, manfaat lpenelitian,tinjauan lpustaka, metode penelitianl dan 

sistematikal penulisan. 

Babl II  Tinjauanl Konseptual. Memaparkan lteori-teori terkaitl permasalahan 

lpenelitian, meliputi tinjauanl umum tentangl senjata tajam, tinjauan 

umuml tentang tindak pidana, danl tinjauan tentangl pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara pidana.  

Babl III  Hasill Penelitian danlPembahasan. Babl ini berisilpenjabaran hasil 

penelitianl meliputi pengaturan hukuml pidana manakuti orang dengan 

senjatal tajam dan kajian tentang pertimbanganl hakim dalaml 

memutuskan tindakl pidana tanpal hak membawal senjata tajam jenis 

clurit padal putusan nomorl39/Pid.Sus/2020/PNl Bbs. 

                                                 
19 lAli, Zainuddin, Metodel Penelitian lHukum, Jakarta: Sinarl Grafika, l2009, hlm. l107. 
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Babl IV lPenutup. Terdiri atasl simpulan terkait denganl hasil penelitianldan 

lsaran-saran daril penulis. 
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